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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah
kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh
pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Namun, dalam peraturan tersebut, pengertian dari kepentingan umum masih
menimbulkan banyak penafsiran dalam masyarakat. Tidak ada batasan atau
karakteristik yang jelas mengenai kriteria pembangunan untuk kepentingan
umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Kepentingan umum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sudah mewujudkan kemanfataan
hukum bagi masyarakat. Hal tersebut didukung dengan pelaksanaan dari
proses pengadaan tanah oleh pemerintah yang sesuai prosedur yang diatur
dalam undang-undang dan pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti
kerugian serta masyarakat sekitar yang dapat merasakan manfaat dari
adanya pembangunan yang dilakukan. Namun, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan kembali yaitu berkaitan dengan beberapa jenis kegiatan
pembangunan yang diatur dalam undang-undang tersebut perlu dijelaskan
secara konkrit teknis pelaksanaan serta sasarannya, dikhawatirkan adanya
keterlibatan pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan atas dasar

pembangunan ditujukan untuk kepentingan umum. Pada hakekatnya



88

pembangunan yang bersifat untuk kepentingan umum harus memenuhi 2
kriteria yaitu kegiatan tersebut ditujukan untuk apa dan dapat memberikan

manfaat bagi masyarakat.

B. Saran

1. Bagi pembuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini lembaga
legislatif, pengaturan mengenai pengertian kepentingan umum harus lebih
jelas secara konkrit batasan-batasannya dan dipertegas, perlu diatur
mengenai  karakteristik dari kepentingan umum sehingga tidak
menimbulkan banyak penafsiran dalam masyarakat.

2. Jenis-jenis kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum perlu
perhatikan kembali bagaimana teknis pelaksanaannya serta sasarannya,
selain itu perlu juga diklasifikasikan kembali mana jenis kegiatan
pembangunan yang benar-benar untuk kepentingan umum dan mana yang
bukan. Perlu juga diperhatikan jenis kegiatan pembangunan untuk
masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan agar sebisa mungkin jenis
kegiatan pembangunan yang diatur dalam undang-undang bisa menjangkau
seluruh lapisan masyarakat karena jenis kegiatan pembangunan yang diatur

cenderung untuk masyarakat perkotaan.
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